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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi 

Pemilihan UmumKabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 316Tahun 2024 

Tentang Penetapan Dan Pengangkatan AnggotaPanitia Pemungutan Suara Untuk 

Pemilihan Gubernur DanWakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati pada 

KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024, PPSKampung Laingpatehi 

dan Pumpente tidak ditetapkan karenaalasan bencana erupsi sehingga tidak ada 

pendaftar; bahwa setelah dilakukan Kerjasama dengan pemerintah setempat, 

berdasarkan usulan rekomendasi dari pemerintah setempat dan ditetapkan dalam 

Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang 

Biaro Nomor 127/PP.04.2-BA/7109/4/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan 

Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Laingpatehi dan Pumpente pada 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024.   

 

  Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

LNRI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, KomisiPemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota 



(BNRI Tahun2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota (BNRI 

Tahun2023 Nomor 377); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata 

Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2022 

Nomor 1116); Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Nomor 475 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum 

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota 

dan Wakil Walikota; Kpt KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan 

Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota Tahun 2024; 

Dalam Keputusan ini diatur tentang : 

  Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Kepulauan 

Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia 

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan 

penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada 

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa 

atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024 sampai 27 Januari 2025 

- Lampiran 12 halaman 

   


